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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tugas polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak  pidana 

di Kabupaten Pohuwato belum berjalan secara Optimal sebagaimana yang 

diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh 

petani tambak dan banyaknya kendala polisi hutan dalam menanggulangi 

kerusakan hutan mangrove. 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi 

kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten 

Pohuwato adalah belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di 

bidang kehutanan, minimnya fasilitas dan kemampuan polisi kehutanan 

yang masih rendah. 

5.2. Saran 

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam 

pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas 

yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan. 
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2. Perlu segera dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus di bidang 

kehutanan untuk memudahkan Polisi Kehutanan dalam menangani 

kerusakan hutan mangrove. 

3. Polisi Hutan harus melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi 

kerusakan hutan mangrove mengingat kewajiban untuk menjaga hutan 

tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga 

kewajiban dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat Pohuwato. 

4. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam 

menjalankan peraturan daerah no 13 tahun 2013 tentang pengelolaan 

ekosistem hutan mangrove kareana tidak sesuai dengan pelaksanaan 

peraturan perundang –undangan yang berlaku. 
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GAMBAR  AREAL HUTAN MANGROVE BERALIH FUNGSI 

MENJADI TAMBAK DI KEC. DUIADAA KAB.POHUWATO 
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Gambar.5 
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